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Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Oleh karena itu, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :
1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan SKPD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun ;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) ;
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD ; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016 disusun dengan mencermati capaian pembangunan yang diperoleh pada tahun sebelumnya dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2015, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2016. Perpaduan berbagai tinjauan tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016, yang disajikan dalam Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2016.
Tahun 2016 merupakan tahun ke-2 pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJMN 2015-2019 menjadi momentum untuk memacu pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional dalam mengembangkan sektor-sektor produktif yang dapat memperkuat keberdayaan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempersempit ketimpangan antar kelompok dan antar wilayah.
Dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergitas capaian target pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2016 diarahkan pada : Pemantapan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah ; Revitalisasi pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional ; Peningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja  dan mengurangi kemiskinan ; Peningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan ; Pemantapan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur ; Dukungan terhadap stabilitas kamtibmas dan peningkatkan kualitas pelayanan perijinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif ; Pengembangan industri, pariwisata  dan ekonomi kreatif serta meningkatan daya saing koperasi & UMKM ; serta pemantapan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan meningkatkan kesiagaan penanggulangan bencana. 
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	Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung 


	-
	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara


	-
	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional


	-
	Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
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	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025


	-
	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang


	-
	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik


	-
	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 


	-
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah


	-
	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal


	-
	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah


	-
	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


	-
	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional


	-
	Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019


	-
	Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016


	-
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


	-
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah


	-
	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007  tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025


	
	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029


	-
	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019
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Perencanaan  pembangunan  daerah  merupakan  satu  kesatuan  dalam sistem  perencanaan  pembangunan  nasional.  Ruang  lingkup  perencanaan pembangunan  daerah  meliputi  tahapan,  tata  cara  penyusunan,  pengendalian, dan  evaluasi  pelaksanaan  rencana  pembangunan  daerah,  yang  terdiri  atas RPJPD,  RPJMD,  Renstra  SKPD,  RKPD,  dan  Renja  SKPD.  Perencanaan pembangunan  daerah  juga  mengintegrasikan  pelaksanaan layanan dasar kepada masyarakat dan rencana pemanfaatan ruang/wilayah dengan rencana pembangunan daerah. 
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Skema Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah
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Secara substansi, dokumen Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016 memuat deskripsi tentang gambaran umum daerah, capaian sasaran pembangunan sebelumnya, arah kebijakan pembangunan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, dan SKPD penanggung jawab yang akan dilaksanakan pemerintahan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang. Seluruh uraian dalam RKPD tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kesinambungan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung yang disinergikan dengan RPJMN Tahun 2015-1019. 
Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah :
1) Mengoptimalkan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan (stake holder) untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
2) Mengoptimalkan  pemanfaatan  sumberdaya  pembangunan secara  efisien,  efektif,  berkeadilan dan berkelanjutan.
3) Memberikan arah dan pedoman kepada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung.
4) Mewujudkan  integrasi,  sinkronisasi  dan  sinergitas  pembangunan  baik  antar  daerah,  antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan  maupun antar tingkat pemerintahan.
5) Mewujudkan  keterkaitan  dan  konsistensi  tahapan dan mekanisme antara perencanaan  dan penganggaran, dimana RKPD merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 yang diusulkan oleh Gubernur Lampung untuk disepakati bersama dengan DPRD Provinsi Lampung sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2016.
6) Menyediakan satu bahan tolok ukur untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.
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Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahu 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Menjelaskan  tentang  latar  belakang  Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016
1.2. Dasar Hukum
Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana  Kerja  Pembangunan  (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016





1.3. Hubungan Antar Dokumen
Menjelaskan  tentang  keterkaitan penyusunan dokumen  Rencana  Kerja  Pembangunan  (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016  dengan  dokumen perencanaan lainnya
1.4. Maksud dan Tujuan
Menjelaskan  maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana  Kerja  Pembangunan  (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016
1.5. Sistematika
Menjelaskan  sistematika dokumen  Rencana  Kerja  Pembangunan  (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Menjelaskan  tentang data capaian  target  pembangunan Provinsi Lampung berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Tahun Berjalan serta Realisasi RPJMD
[bookmark: _GoBack]Menjelaskan  realisasi,  hasil   capaian  program  dan  kegiatan  yang  direncanakan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2014 serta persandingan pencapaian  indikator Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
Menjelaskan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah



RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Menjelaskan  arah  kebijakan pembangunan  ekonomi nasional dan provinsi  tahun 2015, tantangan dan proyeksi pembangunan ekonomi tahun 2016 dan 2017
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan  pembiayaan pembangunan tahun 2016

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tinjauan Kebijakan Nasional
Menjelaskan  kebijakan Nasional berdasarkan RPJMN 2015-2019
4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan  tujuan dan sasaran,  strategi  dan  arah  kebijakan  pembangunan berdasarkan  misi  pembangunan yang telah ditetapkan
4.3 Prioritas Pembangunan
Menjelaskan prioritas program pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2016


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Menjelaskan  rincian  program  dan kegiatan  prioritas  RKPD  Tahun  2016, SKPD pelaksana,  indikator  capaian masing-masing  program  dan  kegiatan,  lokasi, pagu indikatif dan prakiraan maju pelaksanaan kegiatan.

PENUTUP
Berisi rangkuman singkat dan penegasan tentang pelaksanaan RKPD Tahun 2016
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